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PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa peristiwa pidana itu adalah identik dengan
adanya ketentuan hukum yang dilanggar. yang mana juga kita ketahui bahwa peristiwa
pidana itu diruniuskan dalam undang-undang adalah dengan eaca sebagai berikut :

I. Dengan cara menggunakan atau memakai unsur-unsur dar: peristiwa pidana itu

sendiri.

l.\)

Dengan menyebutkan suatu kualifikasi juridis tanpa menyebutkan unsur-unsur dari
peristiwa pidana,
3. Mernupakan gabungan antara unsur-unsur dengan kwalifikasi juridis.

Dimana diketahui selanjutnya bahwa adapun unsur-unsur dari suatu peristiwa
pidana itu adalah unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang terletak di luar dari si
pembuat dan juga unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang terdapat pada diri si
pembuat itu sendiri.

Di sisi lainnya perputaran zaman dari masa ke masa membawa kehidupan
mayarakat selalu berubah. berkembang menurut keadaan, tempat dan waktv. @leh
karena itu timbullah bermacam corak dan aneka ragam perbuatan dalam kehidupan
masyarakat. Sehingga dapat timbul suatu perbuatan yang dalam perundang-undangan
pidana dilarang karena dianggap telah melanggar ketentuan yang berlaku.

Didukung oleh berbagai adanya kebutuhan-kebutuhan bagi masyacakat tentu

saja menimbulkan suatu problem untuk menanggulanginyaapabila kebutuhan tersebut



sangat sulit untuk dipenuhi, maks untuk memenuhi kebutuhan letsebut tentu saja

membutuhkan suatu usaha. Dimana usaha yang dilakukan dapat saja_vdﬁgé:;gan”lﬁ:lawan
S e

hukum. i {
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Salah satu perbuatan melawan hukum yarp dikﬂlegnr{ﬁaﬁ Se,l?aga(\ suatu
perbuatan penganiayaan adalah penganiayaan. Dalam pene]jtianr i *-perl.j-i;;ltan
penganiayaan tersebut dibatasi oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasat 351 (2) KUH
Pidana yaitu * Jika perbuatan mengakibatkan {uka-[uka beral, yang bersalah dancam
dengan pidana penjara paling lama lima tahun *.

Negara kita adalah negara hukum, dimana untuk membuktikan kesalahan
seseorang haruslah diselesaikan dengan hukum yang berlaku, Demikian juga halnya
mengenai Lindak pidana yang di dalam pembahasan ini dibatasi pada tindak pidana
penganiayaan, telab diatur secara tegas dalam undang-undang bagaimana tata cara
penyelesaian pemeriksaan tersebut mulai dan tingkat penyidikan. penuntutan dan
pemeriksaarnya seita putusan pengadilan. Pada penelitian tidak semua elemen
penegak hukum tersebut dibahas tetapi hanya dibatasi pada kepolisian,

Fungsi kcpolisian adalah satu fungsi pemernintahan negaiza di bidang
penegakan hukum, perlindungar dsn pelayanan masyarakat serta pembimbingan
masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum,

Kepolisian sebagai bagian intgral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi
tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam

kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja. teiapi juga mencakup aspek

preventif berupa tuga -tuga yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama



